Menimbang

Mengingat :

ca.

1.

SALINAN

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 43 TAHUN 2011
TENTANG
INFRASTRUKTUR JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta dalam
upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
diatur ketentuan mengenai pemanfaatan Infrastruktur jalan
dikabupaten Bintan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a membentuk Peraturan Bupati Bintan tentang
Infrastruktur Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4484);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444),
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5025);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010



Menetapkan :

14.

tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-
Bagian Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INFRASTRUKTUR JALAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Bintan;
Pemerintah Daerah adalah Bupati Bintan dan Perangkat Daerah

Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerabh;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
Infrastruktur Jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah yang berlaku;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bintan;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bintan sebagai Dinas pelaksana teknis dibidang
penanganan jalan Kabupaten Bintan yang meliputi, pengaturan,
pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis
pembangunan jalan dan jembatan;

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meiiputi segala
bagian jalan  termasuk  bangunan  pelengkap  dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang



berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

10.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
umum;

11.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara
berdaya guna antara pusat kegiatan nasional atau antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, merupakan
lalulintas jarak jauh yang tidak boleh terganggu oleh lalu lintas
ulang alik, lalulintas lokal dan kegiatan lokal serta jumlah jalan
masuk dibatasi sedemikian rupa, didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per
jam dengan lebar jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;

12.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara
berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jumlah jalan
masuk dibatasi dan direncanakan, didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per
jam dengan lebar jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

13.Jalan Lokal Primer adalah jalan didesain berdasarkan kecepatan
rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan
lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

14.Jalan Lingkungan Primer adalah jalan didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per
jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma
lima) meter;

15.Jalan Arteri Sekunder adalah jalan didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per
jam dengan lebar badan paling sedikit 11 (sebelas) meter :

16.Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan didesain berdasarkan
kecepatan paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam
dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;

17.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan didesain berdasarkan
kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam
dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima)

meter;



18.Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan didesain berdasarkan
kecepatan paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan
lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter;

19.Bagian—bagian Jalan adalah bagian—bagian jalan yang meliputi
ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan
jalan;

20.Ruang manfaat jalan selanjutnya disingkat Rumaja adalah ruang
sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman
tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan
digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang;

21.Ruang Milik Jalan selanjutnya disingkat Rumija adalah ruang
manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan
yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan,
penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan
ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar,
kedalaman dan tinggi tertentu;

22.Ruang Pengawasan Jalan selanjutnya disingkat Ruwasja adalah
ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya
diawasi oleh Penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu
pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan;

23.1zin adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan atau pemberi
izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik
jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi;

24.Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Penyelenggara
Jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak
mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta
tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin
peruntukan ruang pengawasan jalan;

25.Dispensasi adalah persetujuan dari Penyelenggara Jalan
tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan
perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan;

26.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum
meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan
bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya;

27.Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan
pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah
permukaan tanah;

28.lklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan



produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak
umum;

29.Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak
bersifat komersial;

30.Bangun—bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air
yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;

31.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian;

32.Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan
selain peruntukannya,;

33.Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan

sesuai dengan peruntukannya;

BAB Il
Bagian Kesatu
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian—bagian jalan
dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang
manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya,
penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan
khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta
penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan
secara tertib.

(2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian—bagian jalan
bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran
dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi
jalan.

Bagian Kedua
LINGKUP PENGATURAN
Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan dan

penggunaan bagian—bagian jalan:

a. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain

peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan,



media informasi, bangun—bangunan, dan bangunan gedung di
dalam ruang milik jalan;

penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan
khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan
dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat
dan/atau beban total melebihi standar; dan

Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu

keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB Il
BAGIAN JALAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bagian Jalan Meliputi Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik

Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

(1)

(2)

3)

(4)

Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan
Pasal 5

Ruang Manfaat Jalan meliputi Badan Jalan, saluran tepi jalan,
dan ambang pengamannya.
Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ruang sepanjan jalan yang diabtasi oleh lebar,
tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh
Penyelenggara Jalan yang berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.
Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur
pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang
pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan
jalan, dan banguan pelengkap lainnya.
Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan

bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 6

(1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan

angkutan jalan.

(2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan

jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang
bebas.

(3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi
oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai
dengan lebar badan jalan.

(5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan yang
bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

(6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi
jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.

(7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma

lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 7

(1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan
penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.

(2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar
permukaan jalan dan keadaan lingkungan.

(3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah
dipelihara secara rutin.

(4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi jalan dapat
diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

(5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh
Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri.

Pasal 8

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi

bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan

batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi
pengamanan konstruksi jalan.
Pasal 9

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan

Pasal 8 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.



Bagian Ketiga
Ruang Milik Jalan
Pasal 10

(1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur
tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,
kedalaman, dan tinggi tertentu.

(3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan,
pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan
datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

(4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai lansekap jalan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas
dan/atau di bawah ruang milik jalan berpedoman dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 11

Batas Ruang Milik Jalan ditentukan dengan ukuran sebagai

berikut :

a. Jalan Arteri Primer/Sekunder, paling sedikit 35 (tiga puluh lima)

meter diukur dari tepi badan jalan;

b. Jalan Kolektor Primer/Sekunder, paling sedikit 30 (tiga puluh)

meter diukur dari tepi badan jalan;

c. Jalan Lokal Primer/Sekunder, paling sedikit 20 (dua puluh)
meter diukur dari tepi badan jalan;
d. Jalan Lingkungan Primer/Sekunder, paling sedikit 15 (lima

belas) meter diukur dari tepi badan jalan;
e. Jembatan, untuk pengamanan konstruksi, tidak kurang dari 100
(seratus) meter yang diukur dari tepi luar pangkal jembatan

kearah hulu dan ke arah hilir jembatan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Batas Ruang Milik Jalan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11, dipergunakan sebagai dasar untuk

keperluan:

a. Pembuatan peta rencana detail tata ruang yang berhubungan
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bintan;



b. Pembuatan peta rencana teknis pemanfaatan ruang yang
berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bintan;

Bagian Keempat
Ruang Pengawasan Jalan
Pasal 13

(1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar
ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah
pengawasan Penyelenggara Jalan.

(2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan
pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

(3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan
yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.

(4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang
pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran
sebagai berikut:

jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;

jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;

a
b

c. Jjalan lokal primer 7 (tujuh) meter;

d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;

jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;

= «Q

jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan

jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAB IV
PEMANFAATAN BAGIAN- BAGIAN JALAN
Bagian Kesatu
Bangunan dan Jaringan Utilitas
Pasal 14

(1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam

kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat

jalan dengan ketentuan:



a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar
bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter
dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau
jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang
milik jalan.

(2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi
terluar.

(3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur
jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi
ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar
konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut
ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar
struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

(5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan
pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari
permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah
dasar pada daerah timbunan.

(6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada
ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan
tertinggi.

(7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas
yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat
permanen.

Bagian kedua
Iklan dan Media Informasi
Pasal 15

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai

rambu—rambu lalu lintas.

Pasal 16

(1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan
dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan

karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;

dan



b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang
memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

(2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan

b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media
informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan
simbol rambu-rambu lalu lintas; dan

b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media
informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang

digunakan untuk rambu—rambu lalu lintas.

Pasal 17

(1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang
sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami
kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna
jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan
pelengkap jalan.

(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan,
konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik
pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis
yang meliputi :

a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;

b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;

c. Peraturan mengenai bahan bangunan;

d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa
portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas

jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 18

(1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan

ketentuan:



a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling
rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau
trotoar;

b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau
jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang
milik jalan.

(2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi
terluar.

(3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan
tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan
pengguna jalan.

(4) lklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus
diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari

permukaan jalan tertinggi.

Bagian Ketiga
Bangun-bangunan
Pasal 19

(1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai
rambu-rambu lalu lintas.

(2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat,
tahan lama, dan anti karat.

(3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh
sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-
rambu lalu lintas.

(5) Konstruksi  bangun-bangunan tidak boleh membahayakan

pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 20

(1) Dalam  merencanakan  bangun—bangunan harus memenuhi
peraturan teknis yang meliputi:
a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;

b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;



c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(2) Konstruksi bangun—bangunan yang berupa portal dan/atau jenis
konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai
faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor
keamanan standar.

(3) Bangun—-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar
bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter
dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

(4) Bangun—-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan
dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(5) Bangun—bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

(6) Bangun—bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan
pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan
tertinggi.

Bagian Keempat
Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan
Pasal 21

(1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari
Penyelenggara Jalan.

(2) 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat
penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi Pemerintah
Daerah.

(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;

b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
c. bangunan yang berada di permukaan tanah

(4)Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di
permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan
yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

(5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di
permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan

b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.



(6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di
bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;

b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;

c. Peraturan mengenai bahan bangunan;

d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau
di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal
dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor
keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan
standar.

(8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di
permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir
di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan.

(9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus
diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari
permukaan jalan tertinggi.

(10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan
harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma
lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian
atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

(11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak

mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Bagian Kelima
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis
Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 22
Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun
bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi

pengemudi;



c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan
pelengkapnya;
d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu—-rambu dan
sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi
terkait.
Paragraf 2
Ketentuan Teknis
Pasal 23
Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan,
pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan
pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media
informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik
jalan.
Bagian Keenam

Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Jalan
Pasal 24

(1) Pelaksanaan  konstruksi,  penggalian, pemasangan, dan
pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan
media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di
dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh pejabat/petugas yang
ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

(2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal,
pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan
kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur
jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik
jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diawasi
oleh pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

(3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh
Penyelenggara Jalan.

(4) Penyelenggara Jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media
informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat/petugas

yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.



(5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang

pengawasan jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan oleh

pejabat/petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

Bagian Ketujuh
Pembongkaran dan Pemindahan

Pasal 25
Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang
dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan
media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di
ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis
oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan
memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media
informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke
lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya
menjadi tanggung jawab pemegang izin.
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan setelah penerima izin menerima
pemberitahuan secara lisan yang disampaikan oleh
Penyelenggara Jalan.
Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan
dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan
dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-
bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan
dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB V

IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 26
Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain
peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai
kewenangannya.
Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan
khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi
dari Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.
Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk

mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diterbitkan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kewenangannya
wajib  memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Jalan
sesuai kewenangannya.
BAB VI
WEWENANG
Pasal 27

(1) Wewenang Bupati Bintan selaku Penyelenggara Jalan di
Kabupaten Bintan dalam pemberian izin, dispensasi, dan
rekomendasi untuk jalan Kabupaten Bintan dilaksanakan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan/Pejabat yang
ditunjuk.

(2) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik Jalan nasional oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan/Pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memperoleh pertimbangan teknis dari Pejabat yang ditunjuk.

(3) Prosedur Permohonan izin, dispensasi, dan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI
Pasal 28

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan ini dilakukan oleh Bupati;

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Bupati Bintan
dikoordinasikan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait.

BAB VIl
SANKSI
Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan

sanksi administrasi berupa penertiban dan/atau pembongkaran,

pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi
dan/atau pencairan jaminan—jaminan sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor Kpts-75/X/1995 tentang Daerah Milik Jalan tanggal 30 Oktober
1995, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten
Bintan.

Ditetapkan di Kijang

pada tanggal 24 Oktober 2011

BUPATI BINTAN
d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang

pada tanggal 24 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

d.t.o

LAMIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 43
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